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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan ini adalah hasil 

Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. 

Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang 

belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus 

inguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar 

pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut: 

1. Konsonan  

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang didalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi 

dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. 

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin. 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ث

 Sa S es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha H ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Z zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر
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 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad S es (dengan titik di bawah) ص

 Dad D de (dengan titik di bawah) ض

 Ta T te (dengan titik di bawah) ط

 Za Z zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ koma terbalik (di atas)„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 ء

Hamza

h ‟ Apostrof 

 Ya Y Ye ي

  

2. Vokal 

Vokal tunggal Vokal rangkap Vokal panjang 

 ā = أ  A = أ

 ī = إي   Ai =  أ ي I = أ

 ū = أو Au = أو U = أ

 

3. Ta Marbutah 

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/ 
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  Contoh: 

 Ditulis   mar’atun jamilah        مر أة جميلت 

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/ 

  Contoh: 

 Ditulis   fatimah    فا طمت 

4. Syaddad (tasydid, geminasi) 

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf 

yang diberi tanda syaddad tersebut. 

 Contoh: 

 Ditulis  rabbana   ر بنا 

 Ditulis   al-bir   البر 

5. Kata sandang (artikel) 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf “huruf syamsiyah” 

ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan 

huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 

 Contoh: 

 Ditulis   asy-syamsu الشمس

 Ditulis   ar-rajulu الر جل

 Ditulis  as-sayyidah السيد ة

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang 

mengikuti dan duhubungkan dengan tanda sempang.  

 Contoh: 
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 Ditulis  al-qamar القمر

 ’Ditulis  al-badi البد يع

 Ditulis   al-jalil الجلا ل

6. Huruf Hamzah 

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan 

tetatpi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf 

hamzah itu ditransliterasikan dengan apotrof /‟/. 

 Contoh: 

 Ditulis  umirtu أ مرث

ءشي  Ditulis  syai’un   

7. Huruf Besar 

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Pedoman Umum Ejaan 

Bahasa Indonesia (PUEBI) 

8. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat 

a. Ditulis kata per kata, atau 

b. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut. 

االٕاسلامشيخ    : ditulis syaikh al-Islam atau syaikhul Islam 
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MOTTO 

 

 لاَ أقَْعُدُ الْجُبْنَ عَنِ الْهَيْجَاءِ  # وَلىَْ تىََالتَْ زُمَر الأعََدَاء

 

“Tak akan aku berpangku tangan karena takut berperang, meskipun pasukan 

datang bertubi-tubi” 
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ABSTRAK 

 

ALIA NUR AFDHOLINA (1517030). 2021. TINJAUAN SIYÂSAH 

DUSTURIYÂH TERHADAP PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN 

DESA MENURUT PERMENDAGRI NOMOR 111 TAHUN 2014 

Dosen Pembimbing: Dahrul Muftadin, M.H.I 

Penelitian ini merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mengetahui 

bagaimana proses pembentukan peraturan desa dalam Permendagri Nomor 111 

Tahun 2014. Selain itu, tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisa proses 

pementukan peraturan desa perspektif siyāsah dusturiyāh. Penelitian ini berawal 

dari keresahan penulis tentang banyaknya proses pembentukan peraturan desa 

yang tidak sesuai dengan pedoman pembentukannya. Mulai dari tidak di 

ikutsertakan nya masyarakat sebagai unsur pembentukan peraturan perundang-

undangan sampai dengan pembuatan rancangan peraturan desa yang tidak sesuai 

dengan sosial masyarakatnya sehingga hal ini dapat menyebabkan terhambatnya 

roda penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Dasar hukum peraturan desa 

yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, namun dalam hal ini 

teknis pembentukan peraturan desa termuat dalam Permendagri Nomor 111 Tahun 

2014.  

Jenis penelitian ini merupakan yuridis normatif (pustaka) dengan 

pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang (statute 

approach) alasannya karena dalam penelitian ini akan mengkaji dan menelaah 

tentang suatu peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan 

merupakan sumber data sekunder yang mencakup bahan pustaka seperti buku, 

jurnal, artikel maupun dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Dalam 

teknik pengumpulan data, peneliti melakukan pengumpulan dokumentasi berupa 

data-data yang berkaitan dengan proses pembentukan peraturan desa, kamudian 

data yang telah terkumpul diolah dan dianalisis menggunakan metode deduktif. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa menurut tinjauan siyāsah 

dusturiyāh secara substansial proses pembentukan peraturan desa menurut 

Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 sudah mewujudkan prinsip-prinsip syariat 

Islam seperti penerapan asas musyawarah dan demokrasi. Adapun tahapan 

pembentukan peraturan desa dalam Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 meliputi 

perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan, 

penyebarluasan, serta evaluasi dan klarifikasi. Dimana disetiap tahapan tersebut 

memuat prinsip-prinsip syariat Islam diantaranya prinsip musyawarah dan 

demokrasi. 

Kata Kunci: Peraturan Desa, Permendagri Nomor 111 Tahun 2014, Siyāsah 

Dusturiyāh 



xiii 

 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan 

hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 

baik. 

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung 

Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita menuju 

zaman terang benderang, semoga kita menjadi umatnya yang selamat di yaumil 

akhir. Allahumma aamiin.. 

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat guna 

mencapai gelar Sarjana Hukum di IAIN Pekalongan. Penulis menyadari bahwa 

penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan dan motivasi dari 

berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih 

kepada semua pihak yang telah berperan penting dalam penyelesain penulisan 

skripsi ini terutama kepada: 

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor IAIN Pekalongan. 

2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN 

Pekalogan. 

3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Tatanegara IAIN 

Pekalongan. 

4. Ibu Jumailah, M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tatanegara IAIN 

Pekalongan. 

5. Bapak Dahrul Muftadin, M.H.I  selaku dosen pembimbing skripsi penulis. 



xiv 

 

6. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A selaku dosen wali yang senantiasa 

memberikan nasihat dan motivasi kepada penulis. 

7. Keluarga yang senantiasa memberikan doa dan semangat. 

8. Semua pihak yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk 

menyelesaikan skripsi ini. 

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas kebaikan yang telah diberikan 

kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam 

penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. 

 



xv 

 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL .............................................................................................. i 

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ............................................... ii 

NOTA PEMBIMBING ........................................................................................ iii 

PENGESAHAN .................................................................................................... iv 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ................................................ v 

PERSEMBAHAN ................................................................................................. ix 

MOTTO ................................................................................................................ xi 

ABSTRAK ........................................................................................................... xii 

KATA PENGANTAR ........................................................................................ xiii 

DAFTAR ISI ........................................................................................................ xv 

DAFTAR TABEL ............................................................................................. xvii 

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................ xviii 

DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................... xix 

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................... 1 

A. Latar Belakang Masalah ....................................................................... 1 

B. Rumusan Masalah ................................................................................ 6 

C. Tujuan Penelitian.................................................................................. 6 

D. Manfaat Penelitian................................................................................ 7 

E. Tinjauan Pustaka .................................................................................. 8 

F. Kerangka Teori ................................................................................... 10 

1. Teori Negara Hukum ....................................................................... 10 

2. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ....................... 13 

3. Teori Siyāsah Dusturiyāh ................................................................ 16 

G. Metode Penelitian ............................................................................... 18 

H. Sistematika Penulisan ......................................................................... 21 

BAB II TEORI SIYÂSAH DUSTURIYÂH DAN PROSES LEGISLASI 

DALAM ISLAM ................................................................................... 23 

A. Siyāsah Dusturiyāh ............................................................................ 23 

1. Pengertian Siyāsah Dusturiyāh ........................................................ 23 



xvi 

 

2. Ruang Lingkup dan Bidang Kajian Siyāsah Dusturiyāh ................. 26 

3. Sumber Hukum Siyāsah Dusturiyāh ................................................ 30 

B. Proses Legislasi dalam Siyāsah Dusturiyāh ....................................... 32 

1. Kekuasaan Legislatif atau Al Sulthah Al Tasyri’iyyah .................... 32 

2. Ahl al-Hall  Wal Aqdi ...................................................................... 42 

BAB III PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DALAM 

PERMENDAGRI NOMOR 111 TAHUN 2014 .................................. 52 

A. Pemerintahan Desa ............................................................................. 52 

1. Pengertian Pemerintahan Desa ........................................................ 52 

2. Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa ............................................. 54 

B. Proses Pembentukan Peraturan Desa Menurut Permendagri Nomor 

111 Tahun 2014 ...................................................................................... 60 

BAB IV ANALISIS SIYÂSAH DUSTURIYÂH TERHADAP PROSES 

PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DALAM PERMENDAGRI 

NOMOR 111 TAHUN 2014 ................................................................. 67 

A. Analisis Siyāsah Dusturiyāh Terhadap Pembentukan Peraturan Desa 

dalam Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 .......................................... 67 

BAB V PENUTUP ............................................................................................... 74 

A. Simpulan............................................................................................. 74 

B. Saran ................................................................................................... 75 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN  

 



xvii 

 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 1.1 Perbedaan dan Persamaan dengan Penelitian Terdahulu ...............  9 

 



xviii 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 3.1 Mekanisme Pembentukan Peraturan Desa berdasarkan 

Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 ............................................... 61 



xix 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 Surat Penunjukan Dosen Pembimbing 

Lampiran 2 Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis 

Peraturan di Desa 

Lampiran 3  Daftar Riwayat Hidup 

 



1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah salah satu negara di benua Asia bagian Tenggara 

yang merupakan negara hukum. Hal ini tertuang jelas dalam konsensus 

nasional bangsa Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 1 

ayat 3 yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum".
1
 Akibat 

sebagai negara hukum adalah semua aspek kehidupan berbangsa dan 

bernegara didasarkan sesuai dengan aturan hukum. Dalam ilmu 

ketatanegaraan, istilah negara hukum sudah tidak asing lagi ditelinga 

masyarakat baik masyarakat luas maupun di kalangan akademis. Namun 

dalam implementasinya masih banyak pertanyaan yang muncul di benak 

masyarakat, apakah dalam realitanya negara hukum di Indonesia telah 

dilaksanakan sepenuhnya dengan baik? 

Salah satu ciri Indonesia sebagai negara hukum adalah 

penyelenggaraan pemerintah berdasarkan undang-undang. Sebagai 

manifestasi dari negara hukum, undang-undang dijadikan dasar legislasi bagi 

seluruh elemen negara dalam penyelenggaraan serta pengelolaan negara, 

khususnya bagi penyelenggara negara dari tingkat pusat sampai ke daerah tak 

terkecuali di tingkat desa. Dalam KBBI Desa merupakannkesatuan 

wilayahhdihuni olehhsejumlahKkeluarga dengan sistem pemerintahannya 

sendiri.AArtinya bahwa desa diberi keleluasaan dalam mengatur serta 

                                                           
1
 Lihat pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 
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mengurus rumahhtangganyassendiri berdasarkan kebutuhan masyarakat hak 

asal-usulsserta hak yangddihormati oleh undang-undang.
2
 Secara struktural 

desa merupakan basis sistem penyelenggaraan pemerintah paling bawah 

sehingga sangat menentukan hasil dari proses pembangunan nasional secara 

menyeluruh.  

Dalam proses pembangunan nasional ada beberapa peraturan 

perundang-undangan yang dibuat dalam rangka sebagai penunjang 

pembangunan desa. Diantaranya yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 

1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 19 

tahun 1965 tentang Desa Praja, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang 

Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah,  Undang-undang Nomor 5 Tahun 

1979 tentang Pemerintah Desa, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 

tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 32 Tahun 24 tentang 

Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

Perjalanan panjang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 

desa tentunya mengalami lika-liku, diharapkan dengan adanya undang-

undang tersebut dapat dijadikan penunjang perkembangan desa di masa 

depan. Namun dari perubahan-perubahan belum menunjukan adanya 

konsistensi dan keseriusan dalam upaya membangun kesejahteraan desa. 

Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa, desa mempunyai peran serta posisi yang berdaulat dalam 

                                                           
2
 Musliadi, Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan PP nomor 43 tahun 

2014 tentang peraturan pelaksana Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.(Permata 

Press) hlm. 2 
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mengurus dan mengatur wilayahnya. Di tingkat desa, terdapat beberapa jenis 

peraturan yang dijadikan landasan atau dasar legislasi penyelenggaraan 

pemerintahan di desa salah satu nya yaitu peraturan desa. Peraturan 

desammerupakan  jenis produk hukum atau peraturan perundang-

undanganyyang ditetapkan olehkkepala desa dan disepakati bersamaddengan 

BPD.
3
 Dalam proses pembentukan suatu produk hukum seperti peraturan 

desa juga harus mempertimbangkannasas-asas pembentukan peraturan 

perundang-undangan yanggbaik. Alasannya karena asas ini merupakan 

landasan dalam mengambil sikap dan merupakan dasar bijak bagi penentu 

kebijakan untuk membentuk peraturan perundang-undangan. 

Dalam kenyataannya, pembentukan peraturan desa di Indonesia masih 

sering diabaikan. Terlebih kian banyak pemerintah serta masyarakat desa 

yang menyepelekan adanya peraturan desa sebagai dasar penyelenggaraan 

wewenang ditingkat desa. Realita seperti ini juga berdampak padaaminimnya 

perhatian pemerintah desa mulai dari penyusunan sampai dengan 

implementasinya nanti. Banyak dari pemerintah desa beranggapan “yang 

penting ada”  sehingga seringkaliiperaturan desa sering disusun secara 

sembarang tanpa menimbang kaidah demokrasi dan partisipatif masyarakat 

dalam proses penyusunannya. 

Seperti proses pembentukan peraturan desa di Desa Tuwel, dalam 

realitanya pemerintah desa Tuwel belum sepenuhnya memberi ruang terhadap 

masyarakat untuk menggunakan haknya ikut aktif berpartisipasi. Padahal 

                                                           
3
 Lihat pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
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pentingnya partisipasi masyarakat maupun stakeholder dalam program 

legislasi desa dalam pembentukan peraturan desa yang terkoordinir dapat 

ditetapkan berdasarkan skala prioritas kebutuhan. Karena masyarakat lah 

yang secara langsung akan menjalankan peraturan tersebut
4
. Oleh karena itu 

wajib hukumnya hak masyarakat ini terpenuhi dengan memberi ruang yang 

kondusif untuk berperan dalam proses pembentukan Peraturan Desa mulai 

dari perencanaan perancangan dan penetapan peraturan desa di Desa Tuwel 

Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal.  

Selain kurangnya memberi ruang untuk mesyarakat turut berperan 

aktif, proses pembentukan peraturan desa, proses penyebarluasan tentang 

informasi terkait peraturan desa juga sangat minim. Pasalnya, banyak 

masyarakat yang kurang mendapat informasi terkait penyelenggaraan urusan 

di desa. 

Landasan hukum pembentukan peraturan desa yaitu Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, namun dalam undang-undang ini tidak 

merinci secara lebih lanjut mengenai teknisi pembentukan peraturan desa. 

Oleh karena itu, kemudian dijelaskan lebih lanjut tentang mekanisme 

pembentukan peraturan desa dalam BAB V Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. 

Karena masih relatif baru, peraturan desa seringkali diabaikan 

terutama dalam hal proses pembentukannya. Padahal seharusnya peraturan 

desa ini disusun sesuai dengan kaidah penyusunan peraturan perundang-

                                                           
4
Ateng Safrudin dan Suprin Na. Republik Desa. (Bandung:  PT Alumni. 2010)  hlm. 82 
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undangan. Kondisi faktual seperti ini menjadi salah satu penghambat jalannya 

roda pemerintahan di desa.  

Dalam tata negara Islam biasa dikenal dengan fiqh siyāsah, terdapat 

konsep siyāsah dusturiyāh yang didalamnya membahas tentang konsep 

konstitusi (Undang-undang Dasar Negara, sejarah lahirnya undang-undang), 

legislasi (proses pembentukan undang-undang, lembaga legislatif), ummah 

(umat yang memiliki tujuan yang sama), syuro’ dan demokrasi.
5
 

Pengertian siyāsah dusturiyāh itu sendiri dibatasi hanya aturan 

hubungan antara pemerintah atau pembuat kebijakan dengan umat. Adapun 

prinsip-prinsip dalam siyāsah dusturiyāh salah satunya yaitu menegakkan hak 

asasi manusia sesuai dengan yang dikatakan Abdul Wahab khalaf. Sehingga 

dalam praktik pembentukan peraturan desa harus juga mempertimbangkan 

kemerdekaan hak asasi manusia seperti adanya jaminan kesejahteraan bagi 

masyarakat, hak untuk mendapatkan keadilan yang sama didepan hukum 

tanpa membedakan strata kelas atas maupun kelas bawah. Sehingga tujuan 

dari fiqh siyasah untuk kemaslahatan umat itu dapat terlaksana. 

Kekuasaan legislasi atau yang biasa dikenal pembentukan peraturan 

dalam fiqh siyāsah disebut dengan As-Sulthah al-Tasyri’iyyah yang 

pelaksanaannya dijalankan oleh Ahl al-Hall Wal Aqd yang memiliki 

kewenangan untuk membuat dan menetapkan suatu hukum dalam 

pemerintahan Islam. As-Sulthah al-Tasyri’iyyah berarti kekuasaan pemerintah 

Islam untuk menetapkan suatu hukum berdasar ketentuan dari Allah SWT. 

                                                           
5
 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah “Konstektualisasi Doktrin Politik Islam”, (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2014) hlm. 177 
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Dapat disimpulkan unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi pemerintah 

sebagai pembuat kebijakan, masyarakat sebagai pelaksana kebijakan dan 

peraturan atau hukum yang diberlakukan. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penelitian 

kali ini akan membahas penelitian tentang Tinjauan Siyāsah Dusturiyāh 

Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Desa Menurut Peremendagri Nomor 

111 Tahun 2014. Dimana fokus penelitian ini yaitu proses pembentukan 

peraturan desa menurut Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 dan tinjauan 

siyāsah dusturiyāh terhadap proses pembentukan peraturan desa berdasarkan 

Permendagri Nomor 111 Tahun 2014. Penulis ingin mengetahui apakah 

proses pembentukan peraturan desa dalam Permendagri Nomor 111 Tahun 

2014 ini sesuai dengan proses legislasi dalam Islam atau tidak. 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah diatas, dapat ditarik dalam rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Proses Pembentukan Peraturan Desa Menurut Permendagri 

Nomor 111 Tahun 2014? 

2. Bagaimana Tinjauan Siyāsah Dusturiyāh Terhadap Proses Pembentukan 

Peraturan Desa Menurut Permendagri Nomor 111 Tahun 2014? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan pokok masalah yang telah dirumuskan diatas, 

penelitian ini bertujuan sebagai berikut: 
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1. Mengetahui Proses Pembentukan Peraturan Desa Menurut Permendagri 

Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan di 

Desa. 

2. Menganalisa Tinjauan Siyāsah Dusturiyāh Terhadap Proses 

Pembentukan Peraturan Desa Menurut Permendagri Nomor 111 Tahun 

2014 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan di Desa. 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ilmiah, tentunya memiliki manfaat baik secara 

teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Teoritik 

Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat memberi wawasan 

serta ilmu terkait bidang Hukum Tata Negara terutama terkait Praktik 

Pembentukan Peraturan Desa menurut Permendagri Nomor 111 Tahun 

2014 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan di Desa ditinjau dari 

siyāsah dusturiyāh. Selain itu, manfaat lain dari penelitian ini sebagai 

sumbangsih pengetahuan guna pengembangan ilmu hukum islam pada 

umumnya dan hukum ketatanegaraan pada khususnya. 

2. Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pemerintah 

khususnya di tingkat desa sebagai acuan dalam mengoptimalkan tugas 

serta fungsi nya dalam mengambil kebijakan terutama dalam membentuk 

peraturan desa.  
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E. Tinjauan Pustaka 

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, sejumlah penelitian 

terdahulu yang berkaitan dengan penelitian telah dikaji dan dibahas, baik 

secara spesifikasi topik pembahasan, metode penelitian maupun kajian secara 

umun sejalan dan searah dengan penelitian ini. Adapun penelitianmterdahulu 

yang telah dikaji dan dibahas oleh peneliti, antara lain: 

a. Skripsi yang ditulis oleh Dahlia dengan judul penelitian “Analisis Siyasah 

Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Bernuansa Syariah dalam 

Sistem Hukum di Indonesia”.
6
  Penelitian ini merupakan penelitian 

pustaka (library research) dengan menggunakan sumber hukum berupa 

buku-buku, jurnal, artikel atau literatur yang berkaitan. Tujuan dari 

penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah peraturan daerah bernuansa 

syariah masuk kedalam sistem hukum di Indonesia serta bagaimana 

analisa siyasah dusturiyah terhadap peraturan daerah bernuansa syariah. 

b. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ramadhan Saiful Haq dengan judul 

penelitian “Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses 

Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja”.
7
 Penelitian kali ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif 

dengan mengkaji dan menganalisa peraturan peundang-undangan, teori 

hukum serta yurisprudensi yang berkaitan dengan permasalahan. 

                                                           
6
 Dahlia, “Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Bernuansa Syariah 

dalam Sistem Hukum di Indonesia”, Skripsi Hukum Tata Negara (Lampung: UIN Raden 

Intan,2020) 
7
 Muhammad Ridwan Saiful Haq, “Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses 

Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”, Skripsi Hukum Tata 

Negara (Surabaya:UIN Sunan Ampel,2021) 
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Sedangkan spesifikasi penelitian menggunakan penelitian deskriptif 

analitis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang 

prosedur pembentukan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta menganalisa tinjauan 

fiqh siyasah dusturiyah terhadap proses pembentukan Undang-undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

Berikut merupakan persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian terdahulu: 

Tabel 1.1 

Perbedaan dan Persamaan dengan Penelitian Terdahulu 

NO 

 

Nama/Judul/Perguru

an Tinggi/Tahun 

Substansi Perbedaan Persamaan 

1. Dahlia/ Analisis 

Siyasah Dusturiyah 

Terhadap Peraturan 

Daerah Bernuansa 

Syariah dalam 

Sistem Hukum di 

Indonesia/ UIN 

Raden Intan 

Lampung/2020 

untuk mengetahui 

apakah peraturan 

daerah bernuansa 

syariah masuk 

kedalam sistem 

hukum di 

Indonesia, 

bagaimana analisa 

siyasah 

dusturiyah 

terhadap 

peraturan daerah 

bernuansa syariah 

Untuk 

mengetahui  

proses 

pembentukan 

Peraturan 

Desa 

berdasarkan 

Permendagri 

Nomor 111 

Tahun 2014 

serta tinjauan 

siyasah 

dusturiyah 

terhadap 

proses 

pembentukan 

peraturan 

desa menurut 

Permendagri 

-Penelitian 

Yuridis 

Normatif 

-Pendekatan 

perundang-

undangan 

-Deskriptif 

analitis 

-Analisa 

Siyasah 

Dusturiyah 
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Nomor 111 

Tahun 2014 

2. Muhammad Ridwan 

Saiful Haq/ Tinjauan 

Fiqh Siyasah 

Dusturiyah Terhadap 

Proses Pembentukan 

Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Cipta 

Kerja/UIN Sunan 

Ampel/2021 

mengetahui 

tentang prosedur 

pembentukan 

Undang-undang 

Nomor 11 Tahun 

2020 tentang 

Cipta Kerja 

berdasarkan 

Undang-undang 

Nomor 12 Tahun 

2011 tentang 

Pembentukan 

Peraturan 

Perundang-

undangan serta 

menganalisa 

tinjauan fiqh 

siyasah 

dusturiyah 

terhadap proses 

pembentukan 

Undang-undang 

Nomor 11 Tahun 

2020 tentang 

Cipta Kerja 

sda -Penelitian 

Yuridis 

Normatif 

-Pendekatan 

perundang-

undangan 

-Deskriptif 

analitis 

-Analisa 

Siyasah 

Dusturiyah 

 

F. Kerangka Teori 

1. Teori Demokrasi 

Asal kata demokrasi adalah demos, sebuah kosa kata Yunani 

berarti masyarakat, dan “cratein” atau “cratos” yang dalam bahasa 

Yunani berarti kekuasaan atau kedaulatan
8
. Dilihat dari sejarahnya, 

                                                           
8
 A.Ubaedillah, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani. (Jakarta: UIN 

Syarif Hidayatullah 2006), h.131 
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pertama kali istilah ini digunakan pada abad ke-6 (Enam) Sebelum 

Masehi sampai abad ke- 4 (Empat) Masehi dengan bentuk Direct 

democracy (demokrasi langsung).  

Demokrasi tumbuh di Eropa menjelang abad pertengahan dengan 

tanda Magna Charta
9
 (Piagam Besar). Demokrasi tumbuh begitu pesat 

ketika sampai masa renaissance
10

, istilah ini digunakan untuk suatu 

sistem demokrasi langsung, yakni masyarakat secara langsung 

menempati posisi pemerintahan. Mereka berperan dalam seluruh 

aktivitas politik, legislatif, eksekutif, yudikatif dan sebagainya. 

Aristoteles memberi nama pemerintahan orang-orang miskin tidak 

utama. Abu Nasr Al-Farabi dan Ibn Rusyd menyebutnya sebagai 

keburukan dalam pemerintahan utama (Madinah fadilah). 

Jean Jacques Rousseau beserta filsuf politik lain 

menyempurnakannya dengan teori demokrasi perwakilan, sistem 

pemilihan para wakil rakyat sebagai pemerintah. Sistem perwakilan ini 

telah menjadi norma berharga dan prinsip yang diterima didunia sehingga 

memaksa banyak cendekiawan muslim menciptakan teori demokratisasi 

Islam. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan 

tertinggi berada ditangan rakyat, dilaksanakan secara langsung oleh 

mereka, atau oleh wakil terpilih dalam sistem pemilu yang bebas
11

. 

                                                           
9
 Magna Charta adalah suatu piagam yang membuat perjanjian antara kaum bangsawan 

dan Raja John Inggris. 
10

 Renaissance adalah Gerakan pencerahan demokrasi di Eropa yang menghidupkan 

Kembali minat pada sastra dan budaya Yunani Kuno. 
11

 Ali Nawaz Memon, Membincang Demokrasi, dalam Islam Liberalisme Demokrasi, 

terj. Mun’im A. Sirry (Jakarta: Paramadina, 2002), h. 3 
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Franz Magnis Suseno berpendapat terkait unsur negara demokrasi 

yaitu, memiliki negara hukum, pemerintahan yang berada di bawah 

kontrol nyata masyarakat, ada pemilihan umum berkala yang bebas dan 

prinsip mayoritas, serta adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis 

dasar. Sedangkan menurut Afan Ghafar hampir sama dengan unsur diatas 

hanya tidak menyertakan unsur hukum
12

. Fahmi Huwaidi melanjutkan 

argument; Pertama, beberapa hadis menunjukkan bahwa Islam 

menghendaki pemerintahan yang disetujui oleh rakyatnya. Kedua, 

penolakan Islam kepada kediktatoran. Ketiga, dalam Islam, pemilu 

merupakan kesaksian rakyat dewasa bagi kelayakan seorang kandidat 

dan mereka tentu saja seperti yang diperintahkan Alquran. Keempat, 

demokrasi merupakan sebuah upaya mengembalikan sistem ke-

khilafahan yang memberikan hak kebebasan kepada rakyat yang hilang 

ketika beralihnya sistem kekuasaan Islam kepada sistem kerajaan. 

Kelima, negara Islam adalah negara keadilan dan persamaan manusia 

didepan hukum. Kelima, suara mayoritas tidaklah identik dengan 

kesesatan, kekufuran dan ketidak-syukuran. Keenam, legislasi dalam 

parlemen tidaklah berarti penentangan terhadap legislasi ketuhanan.
13

 

Yusuf Al-Qardhawy mengatakan bahwa secara substansi, 

demokrasi tidak bertentangan dengan Islam, bahkan ajaran substansi 

                                                           
12

 Afan Ghafar, Demokratisasi dan Prospeknya di Indonesia Orde Baru, dalam pengantar 

Buku Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi; Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru, ed. 

Elza Peldi Taher (Jakarta: Paramadina, 1994), xxvii-xxix. 
13

 Fahmi Huwaidi, Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani, terj. M. Abdul Ghofar 

(Bandung: Mizan, 1996), h.193. 
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demokrasi telah lama dikenal oleh Islam.
14

 Demokrasi mempunyai 

beberapa kelebihan, diantara-nya adalah menuntun ke beberapa bentuk 

dan sarana, yang hingga kini dianggap sebagai satu-satunya sistem yang 

memberi jaminan keselamatan bagi rakyat dari jarahan tangan para tirani. 

Meskipun begitu, sistem demokrasi juga tidak bisa dilepaskan dari 

kecacatan dan kekurangan, seperti lazimnya perbuatan manusia yang 

tidak lepas dari kekurangan. Ia menganjurkan bahwa tidak ada salahnya 

bagi kita untuk mencari alternatif sistem lain yang lebih ideal dan lebih 

baik, tetapi harus lebih mudah diterapkan dalam kehidupan manusia. 

Karena itu, tak ada salahnya bagi kita untuk mengambil sistem 

demokrasi, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dan menghormati 

hak-hak manusia, menghadang langkah para tirani di muka bumi ini. 

2. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

Sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat 3 Undang-undang 

Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia merupkan negara hukum. 

Dimana seluruh aspek kehidupan masyarakatnya berdasarkan atas 

hukum. Dengan statusnya sebagai negara hukum, Indonesia 

mewujudkannya melalui hukum tertulis atau peraturan perundang-

undangan. Dalam proses pebentukannya sangat diperlukan tatanan yang 

tertib di bidang pembentukannya. Pada dasarnya pembentukan ini 

merupakan sistem karena didalamnya terdapat sebuah rangkaian yang 

tidak dapat terpisah antara satu sama lain. Adapun tahapan tersebut 

                                                           
14

  Yusuf Al-Qardhawy, Fiqih Daulah; Dalam Perspektif Al-Qur’an dan Sunnah, terj. 

Kathur Suhardi (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997), h.184. 
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antara lain tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, 

pengundangan, dan tahap publikasi.
15

 

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

meliputi kejelasan tujuan dibentuknya undang-undang, kesesuaian antara 

jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, pendayagunaan, 

kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan. Jimly As-Shidiqie 

berpendapat bahwa seharusnya dalam rangcangan peraturan perundang-

undangan mengandung norma hukum yang telah disusun secara matang 

dan mendalam semata-mata berdasarkan kepentingan umum (public 

interest) bukan untuk kepentingan pribadi maupun golongan.
16

 

Peraturan perundang-undangan dari tingkatan yang lebih rendah 

merupakan penjabaran atau lanjutan dari peraturan diatasnya yang lebih 

tinggi.  Artinya bahwa peraturan yang dibawahnya tidak boleh 

bertentangan dengan peraturan diatasnya. Hal ini juga berarti bahwa 

peraturan perundang-undangan tidak dapat berlaku surut kecuali apabila 

dinyatakan secara tegas demi kepentingan umum. 

Berdasarkan teori perundang-undangan, penyusunan peraturan 

perundang-undangan harus meliputi dua masalah pokok, yaitu: 

a. Aspek Materiil, aspek ini berkaitan dengan masalah pengelolaan isi 

dari suatu peraturan perundang-undangan. 

                                                           
15

 Abdul Basyir, The Important Of Academic Script In The Statutes Foratting To Realize 

Aspirasional And Responsive Law, (Lombok: Jurnal IUS, Vol 11 Nomor 5, Agustus 2004), 

hlm286 
16

 Jimly As-Shiddiqie,  Perihal Undang-Undang di Indonesia (Jakarta: Sekretariat 

Jenderal MKRI, 2006) hlm 320 
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b. Aspek Formiil, aspek ini berhubungan dengan pelaksanaan 

pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku disuatu 

negara tersebut. 

Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan 

harus mempertimbangkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-

undangan yang baik. Asas ini merupakan landasan dalam mengambil 

sikap dan merupakan dasar bijak bagi penentu kebijakan untuk 

membentuk peraturan perundang-undangan. Adapun asasnya meliputi
17

:  

a. Asas kejelasan tujuan, artinya bahwa tujuan pembentukan 

peraturan perundang-undangan harus jelas untuk memenuhi 

kesejahteraan rakyat serta menciptakan kepastian hukum yang 

berkeadilan.  

b. Asas kelembagaan, artinya bahwa peraturan tersebut harus 

dibuat oleh pembuat kebijakan atau pejabat yang berwenang 

membuat peraturan tersebut.  

c. Asas kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan, artinya 

dalam proses pembentukan Peraturan perundang-undangan 

harus memperhatikan kesesuaian antara materi muatan dengan 

jenis serta hierarki peraturan perundang-undangan tersebut.  

d. Asas dapat dilaksanakan, artinya pembentukan peraturan 

perundang-undangan harus mempertimbangkan kondisi 

masyarakat baik secara filosofis sosiologis maupun yuridis.  

                                                           
17

 Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

perundang-undangan 
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e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, Artinya bahwa setiap 

peraturan perundang-undangan yang dimuat memang 

dibutuhkan dan memberi manfaat dalam mengatur kehidupan 

bermasyarakat berbangsa dan bernegara.  

f. Asas kejelasan rumusan, artinya dalam penyusunan peraturan 

perundang-undangan harus memenuhi syarat teknis 

penyusunan, sistematika pilihan kata dan menggunakan bahasa 

hukum yang mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan 

interpretasi yang beraneka macam dalam pelaksanaannya.  

g. Asas keterbukaan, artinya dalam mekanisme pembentukan 

peraturan mulai dari perencanaan sampai dengan 

pengundangan harus bersifat transparan bagi seluruh lapisan 

masyarakat yang selanjutnya mempunyai hak partisipatif dan 

demokratis untuk memberi masukan dalam pembentukan 

peraturan perundang-undangan tersebut. 

3. Teori Siyāsah Dusturiyāh 

Siyāsah Dusturiyāh merupakan salah satu bagian dari fiqh siyasah 

yang mana fokus pembahasannya terkait hubungan pembuat 

kebijakan/pemerintah dengan rakyatnya. Siyāsah dusturiyāh berasal dari 

gabungan dua kata yaitu siyāsah dan dusturiyāh. Secara bahasa, siyāsah 

merupakan kata kerja dari sasa yang berarti mengatur, memerintah atau 

membuat suatu kebijaksanaan yang tujuannya untuk mendapatkan 
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sesuatu.
18

 Abdul Wahab Khallaf memberi pengertian siyasah yaitu suatu 

aturan perundang-undangan yang diciptakan untuk menjaga ketertiban dan 

kemaslahatan.
19

 Dusturiyāh secara bahasa berasal dari bahasa Persia, 

kemudian mengalami penyerapan kedalam bahasa Arab yang berarti asas, 

dasar, pembinaan. Secara istilah, dusturiyāh merupakan sekumpulan 

aturan dasar baik secara tertulis maupun tidak tertulis dengan tujuan 

memberi kemaslahatan kepada umatnya. 

Jadi dapat disimpulkan pengertian siyāsah dusturiyāh adalah suatu 

norma atau aturan dasar yang didalamnya mengatur hubungan antara 

pemerintah dengan rakyatnya sesuai dengan syariat islam dengan tujuan 

memberi kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudharatan. 

Selanjutnya menurut H.A. Jazzuli, sumber-sumber dalam siyāsah 

dusturiyāh meliputi al-Qur’an, Hadist, Kebijakan khulafaur rasyidin, 

ijtihad ulama, dan adat kebiasaan.
20

 

Adapun ruang lingkup kajian fiqih siyasah menurut Abdul Wahab 

khalaf ada tiga bidang yaitu
21

: 

1. Siyāsah Dusturiyāh 

2. Siyāsah Dauliyah 

3. Siyāsah Māliyah 

                                                           
18

 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik islam, (Jakarta: 

Prenadamedia Grup, 2014) Cet I, hlm. 3 
19

Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik islam, (Jakarta: 

Prenadamedia Grup, 2014) Cet I, hlm. 4 
20

 H.A. Jazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu 

Syariah, (Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2003)  hlm. 53-54 
21

 Abdul Wahab Kallaf, al siyasah Al syariyyah an Nidzam Al Daulah Al Islamiyah 

(Kairo:  Mathba'ah Al Salafiyah. 1350H) hlm. 25-101 
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Dalam hal yang berhubungan dengan peraturan perundang-

undangan baik legislasi maupun regulasi masuk ke dalam kajian siyāsah 

dusturiyāh. Siyāsah dusturiyāh berhubungan dengan konstitusi yang 

menjelaskan bentuk pemerintahan, pembatasan kekuasaan serta 

menetapkan hak seseorang atau lembaga. 

G. Metode Penelitian 

Suatu prosedur, teknik atau langkah-langkah dalam proses 

penelitian yang direncanakan secara sistematis dan terstruktur
22

 guna 

memecahkan suatu persoalan atas masalah yang diteliti secara kritis dan 

objektif disebut dengan metode penelitian.  

1. Jenis  dan Pendekatan Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Penelitian kali ini merupakan jenis penelitian yuridis 

normatif dimana penelitian dilakukan dengan meneliti bahan 

kepustakaan berupa bahan hukum sekunder.
23

 Bahan hukum 

sekunder ini meliputi buku, artikel, jurnal maupun catatan yang 

berkaitan dengan fokus penelitian. 

b. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian kali ini yaitu 

pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan 

ini dilakukan dengan mendalami atau menelaah suatu peraturan 

                                                           
22

 Raco, Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik, Keunggulan). Jakarta: 

Gramedia Widiyasarana Indonesia. 2010)  hlm. 5 
23

 Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, 1995. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan 

Singkat. (Raja Grafindo), hlm. 15 
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perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang 

dihadapi.
24

 

2. Objek Penelitian 

Penelitian normatif selalu mengambil isu hukum sebagai sitem 

norma yang digunakan guna memberikan “justifkasi” preskriptif 

tentang suatu hukum, Sehingga penelitian normatif menjadikan sistem 

norma sebagai objek kajiannya. Objek kajian dalam penelitian ini 

yaitu Permendagri Nomor 111 Tahun 2014. 

3. Sumber Data Penelitian 

Ada dua jenis data yang diperlukan dalam peleitian hukum yaitu 

data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung di 

lapangan sedangkan data sekunder yang mencakup bahan pustaka 

seperti buku, jurnal, artikel maupun dokumen yang berkaitan dengan 

materi penelitian. Data dalam skripsi ini merupakan data sekunder 

yang mevakup tiga bahan hukum, antara lain: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang 

memiliki sifat otoritatif, artinya memiliki otoritas yaitu merupakan 

hasil dari kesepakatan lembaga yang berwenang dalam hal ini.
25

 

Bahan hukum primer dalam penelitian kali ini terdisi atas peraturan 

perundang-undangan (Permendagri Nomor 111 Tahun 2014) dan 

Siyasah Dusturiyah. 

                                                           
24

 Pater Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 93 
25

 Mukti Fajar, Yulianto ahmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019) hlm. 157 
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b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder sendiri dapat memberi penjelasan 

lebih lanjut mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, 

jurnal, artikel, hasil penelitian dan lain-lain. 

c. Bahan Hukum Tersier atau Non Hukum 

Bahan hukum tersier atau non hukum merupakan bahan 

hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder seperti kamus, ensiklopedi dan lain-lain.
26

 

4. Langkah-langkah Penelitian 

a. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian yuridis normatif merupakan metode yang dilakukan 

dengan cara membaca seluruh literatur terkait penelitian yang 

kemudian dilakukan telaah serta analisis terhadap literatur yang telah 

dibaca. Dalam penelitian kali ini pengumpulan data dilakukan dengan 

menentukan bahan hukum, dokumen bahan hukum yang relevan 

sesuai dengan permasalahan penelitian. Diantaranya berupa bahan 

pustaka dimana terdapat referensi terkait siyāsah dusturiyāh dan 

Permendagri Nomor 111 Tahun 2014.  

b. Teknik Pengolahan Data 

Data yang telah terkumpul kemudian diolah dengan cara sebagai 

berikut: 

                                                           
26

 Mukti Fajar, Yulianto ahmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019) hlm. 158 
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1) Editing yaitu setelah data terkumpul dilakukan pemerikasaan 

kembali  kesesuaian dengan masalah yang diteliti. 

2) Coding yaitu memberi tanda yang menyatakan jenis serta sumber 

data baik yang berasal dari al-Qur’an, hadist maupun literatur yang 

relevan. 

3) Reconstucting yaitu menyusun penelitian secara sistematis agar 

mudah dipahami.
27

 

4) Sitematizing yaitu menempatkan data sesuai dengan kerangka 

permasalahan berdasarkan urutan masalah.
28

 

c. Teknik Analisis Data 

Analisis data penelitian yuridis normatif pada hakekatnya 

menekankan penggunaan metode deduktif sebagai acuan utama dan 

metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Penelitian yuridis 

normatif analisis data menggunakan bahan pustaka sebagai sumber data 

penelitian.
29

 Penelitian dianalisis sesuai dengan permasalahan yang ada 

berdasarkan kerangka teori yang digunakan, kemudian disusun suatu 

kesimpulan, rekomendasi serta saran guna memperbaiki permasalahan 

yang diteliti. 

H. Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan penelitian ini tersusun dalam lima 

bab. Pembagian per bab ini dilakukan untuk mempermudah pembaca 

                                                           
27

 Lexy John, Moelong, Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Kosda, 2001) hlm. 161 
28

 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2004) hlm. 126 
29

 Soerjono Soekanto, Pengantar Sosiologi Hukum (Jakarta: Bhatara Karya Aksara) hlm. 

14 
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dalam memahami hubungan antara bagian satu dengan bagian lainnya. 

Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut: 

Bab pertama menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, 

metode penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab kedua berisi teori tentang Siyāsah Dusturiyāh meliputi 

Pengertian siyāsah dusturiyāh, Ruang Lingkup siyāsah dusturiyāh, 

Legislasi dalam  siyāsah dusturiyāh, Prinsip-prinsip legislasi dalam 

siyāsah dusturiyāh. 

Bab ketiga membahas tentang proses pembentukan peraturan desa 

dalam Permendagri Nomor 111 Tahun 2014. 

Bab keempat membahas tentang analisis proses pembentukan 

peraturan desa dalam Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 dan tinjauan 

siyasah dusturiyah terhadap proses pembentukan peraturan desa dalam 

Permendagri Nomor 111 Tahun 2014. 

Bab kelima berisi tentang penutup yang memuat kesimpulan serta 

saran yang berkaitan dengannpembahasannpenelitian. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan di bab-bab 

sebelumnya, kemudian mengerucut pada inti permasalahan yaitu tentang 

tinjauan siyāsah dusturiyāh terhadap pembentukan peraturan desa dalam 

Permendari Nomor 111 Tahun 2014 maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Materi muatan peraturan desa memuat tentang pelaksanaan 

kewenangan desa dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka dari itu isi 

muatan dari peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan 

kepentingan umum serta peraturan yang lebih tinggi. Adapun 

pembentukan peraturan desa menurut Permendagri Nomor 111 Tahun 

2014 melalui 6 (enam) tahapan yaitu perencanaan, penyusunan, 

pembahasan, penetapan dan pengundangan, penyebarluasan, serta 

evaluasi dan klarifikasi. Hal tersebut sesuai dengan materi 

pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Undang-undang 

Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan. 

2. Bahwa dalam Islam pemegang otoritas mutlak dalam mengeluarkan 

aturan hukum yaitu Allah SWT dan Rasulullah. Khalifah memiliki 

kekuasaan untuk membentuk suatu peraturan ketika tidak ada jawaban 

dalam nash atas persolan hukum di masyarakat. Maka dari itu sebagai 
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jalan keluar pemimpin dibantu oleh Al Sulthoh al-Tasyri’iyyah dan 

juga majelis syuro’ melakukan ijtihad dalam rangka mewujudkan 

kemaslahatan. Dalam pembentukan peraturan desa, tidak ada lembaga 

legislatif, jadi otoritas pembentuk peraturan ditangan kepala desa dan 

BPD sebagai lembaga permusyawaratan. Berdasarkan tinjauan 

siyāsah dusturiyāh terhadap substansi proses pembentukan peraturan 

desa menurut Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 sudah 

mewujudkan prinsip-prinsip syariat Islam seperti penerapan asas 

musyawarah dan demokrasi. Karena disetiap tahapannya tidak 

meninggalkan prinsip amar ma’ruf  nahi munkar. Walaupun dalam 

pelaksanaannya seringkali terjadi cacat hukum dan digunakan sebagai 

kepentingan pribadi maupun golongan semata. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, ada beberapa saran dan 

rekomendasi terkait permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Proses pembentukan peraturan desa harus tetap memperhatikan 

asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga 

peraturan yang akan dibentuk benar-benar aspiratif dan demokratis 

dengan berpihak pada kemaslahatan masyarakat pada umumnya.  

Realitas pembentukan peraturan desa yang tidak sesuai dengan landasan hukum 

yang berlaku menjadikan banyak peraturan desa yang cacat hukum. Hal ini sama 

sekali tidak mencerminkan sebagai negara hukum. Adanya lembaga legislator di 

setiap desa merupakan cara agar pembentukan peraturan desa nantinya sesuai 

dengan prosedural yang berlaku. 
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